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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan natkah anak
pasca perceraian dengan studi kasus Putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di
Pengadilan Agama Padang Kelas IA . Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah
dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, baik menurut hukum Islam maupun
hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan ayah dalam
menjalankan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi putusan, telaah peraturan
perundang-undangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
majelis hakim menetapkan kewajiban natkah anak sebesar Rp1.500.000,00 per
bulan dengan kenaikan 10-20% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan
kesehatan, berdasarkan prinsip kepatutan, keadilan, serta kemampuan ekonomi
ayah. Penetapan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI Surat
Edaran Mahkamah Agung, serta ketentuan perlindungan anak. Namun demikian,
dalam praktiknya masih dijumpai kendala pelaksanaan nafkah yang dipengaruhi
oleh faktor ekonomi, hubungan emosional orang tua pasca perceraian, kesadaran
hukum ayah, serta kondisi psikologis dan sosial. Penelitian ini menegaskan
pentingnya peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum pemenuhan natkah
anak serta perlunya peningkatan kesadaran orang tua agar hak-hak anak tetap
terlindungi demi keberlangsungan tumbuh kembang dan masa depan anak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Ayah; Nafkah Anak Pasca Perceraian; Putusan
Pengadilan
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ABSRACT

This study discusses the father's responsibility to fulfill child support after divorce
with a case study of Decision Number 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg in the Class 14
Religious Court of Padang. Divorce does not eliminate the father's obligation to
fulfill the child's living needs, both according to Islamic law and positive law in
Indonesia. The purpose of this study is to analyze the implementation of child
support responsibilities based on court decisions and identify factors that influence
fathers' compliance in carrying out these obligations. This study uses an empirical
Juridical approach with data collection methods through decision studies, statutory
regulatory reviews, and interviews. The results show that the panel of judges
determined the child support obligation at IDR 1,500,000.00 per month with a 10—
20% increase annually excluding education and health costs, based on the
principles of propriety, justice, and the father's economic capacity. This
determination is in line with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the
Supreme Court Circular Letter, and child protection provisions. However, in
practice, obstacles to the implementation of child support payments are still
encountered, influenced by economic factors, the emotional relationship between
parents after divorce, the father's legal awareness, and psychological and social
conditions. This research emphasizes the important role of the courts in ensuring
legal certainty regarding the provision of child support and the need to increase
parental awareness to ensure children's rights are protected for the sake of their
continued growth and development and future.

Keywords: Father's Responsibility; Child Support After Divorce; Court Decision
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga harmonis adalah bentuk hubungan yang di dapati dengan cinta
dan kasih, karena cinta dan kasih merupakan tali pengikat sebuah keharmonisan
yang dalam ajaran Islam disebut dengan mawaddah-warahmah. Yaitu keluarga
yang tetap menjaga perasaan cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, dan

cinta pekerjaan. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum:21?
B Y < _o¥ sige wt - 0T o A2 0w 5T wfr o7 qulf o
423 538358 a8 Jan 5 ) |3l WA 5 ) aSe) (e aST IS Gl ad) G
5388 o il cuV Al 18 )

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”. Q.S. ar-Rum: 21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga islam terbentuk dengan
keserasian antara ketenangan (Sakinah), dengan penuh rasa cinta (Mawaddah),
dan kasih sayangnya (Rahmah). Jadi yang dimaksud dengan keluarga sakinah,
mawaddah, rahmah adalah terdiri atas istri yang patuh terhadap seorang suami,
suami yang jujur terhadap istri, Ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak-
anaknya dan anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua nya.’Keluarga yang
harmonis merupakan idaman setiap orang dalam membina rumah tangga,
kehidupan berkeluarga bertabiat fitrah. Selaku miniatur warga, suatu keluarga
ialah inti untuk proses pertumbuhan masyarakat. Dalam Islam, keluarga
harmonis diawali dengan perkawinan yang cocok dengan syariat islam. Saat

sebelum membentuk keluarga pastinya seorang wajib memilih pendamping dan

1 QS Ar-Rum 21
2 Rofiq .A, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)



menikah untuk memenuhi ajaran Allah SWT serta Rasulnya. Dengan memilih
pasangan yang tepat dengan ajaran Islam, sehingga seseorang mampu
mengawali keluarganya dengan metode yang baik serta guna menghindari hal-
hal yang tidak diimpikan namun tidak semua orang dapat membentuk keluarga
yang harmonis, salah satu penyebabnya ialah perceraian. Perceraian adalah
memutus tali perkawinan yang sah karena suatu sebab yang telah di sahkan oleh

keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.?

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa dampak luas
terhadap kehidupan rumah tangga, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Banyak anak yang
menjadi korban dari perceraian orang tua mereka, banyak anak yang kekurangan
kasih sayang yang sangat berharga yang harus ia dapatkan disaat tumbuh
kembang, kekurangan materi bahkan membuat mereka putus sekolah dan harus
bekerja sejak dini. Di samping itu pendidikan dan mental anak juga akan
terganggu akibat mengetahui bahwa orang tuanya bercerai maka dari itu anak

wajib di lindungi dan hak-hak nya harus terpenuhi.*

Salah satu permasalahan yang sering muncul setelah perceraian adalah
mengenai tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Dalam
perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, tanggung jawab
ayah terhadap nafkah anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan antara
suami dan istri telah berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak
menghapus kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-

anaknya

% Syaifuddin M, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur:
Sinar Grafika, 2019)

4 Khalid Mas’ud M, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan Yudian W.
Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas,2018)



Dalam ajaran Islam, kewajiban memberi natkah merupakan bagian dari
tanggung jawab moral dan syar'i seorang ayah terhadap anaknya. Al-Qur’an

menegaskan dalam surat Al-Bagarah ayat 233 bahwa:

A3 i EAY 3 o a el Al 3151 2 de L g e 5 230 5all 4
&éﬁjj [)é_xaj.u&j aj}uﬂ_w N A Cus.\ \j\ C\.@_:.uj M j.mi %ﬂ\j & y\.&:i Y
3550 Aoy Sl 5 5l i SIS 316 13151 VUi B al 5 a2 50753
Mo Fi Tagle 5 1 G 1 Shia 50 280V 51 36 214 &l 131 uaild
S a0 0 V50215 B ) L 5 S

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani,
kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita
karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.
Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada
dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang
lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan '®

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan potongan Qs.Al-Baqarah:233 terkait tanggung
jawab ayah terhadap anaknya

fis saall G55 iy Al 2sl3all e 5)

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara
vang makruf. (Al-Baqarah: 233) Yakni diwajibkan atas orang tua si anak
memberi natkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni
menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan

tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan

® Qs: Al-Baqarah, ayat 233. Al-Qur an dan terjemah.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andi.alquran.id



kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang
kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin. Seperti yang dijelaskan di

dalam firman-Nya:
Lo ) L ) LalK) ¥ 40 37 Lo G651 435 il 58 G5 tinis Gon s 53 Gl

[oief siud 35 30 Jedics T

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Talaq: 7).

Ad-Dahhak mengatakan, "Apabila seseorang menceraikan istrinya,
sedangkan ia telah punya anak dari istrinya itu yang masih dalam masa
penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada istrinya yang
telah diceraikan itu dengan cara yang makruf (selama bekas istrinya itu masih

menyusukan anaknya)."®

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah pasca
perceraian diatur dalam undang-undang danKHI. Pasal 41 huruf (b) undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan “bahwa ayah tetap bertanggung jawab
atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana
ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka seorang bapak wajib untuk
memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian terjadi, namun apabila
dalam kenyataannya bapak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,
maka harus berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang

ibu ikut menafkahi anaknya.

® Katsir Lonline.com, 26 April 2015; http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-
surat-al-baqarah-ayat-233.html



Hal ini sesuai dengan perkara Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di mana

nafkah anak yang di minta oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan
melindungi anaknya dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun atau dewasa menurut hukum ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di persidanggan menyatakan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (lima) orang 1 orang
diantaranya masih belum dewasa/masih sekolah dipendidikan menengah
bernama Khayla Wapertu Remedika Novidra, jenis kelamin Perempuan,
lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2008, pendidikan saat ini kelas 11
SLTA Sederajat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, apabila terjadi
perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk
menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami
untuk membiayai natkah anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2016, pengadilan
Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya
apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana
hal tersebut di atur dalam pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
Bahwa karena anak telah mumayyiz anak tersebut tidak dipermasalahkan
oleh Penggugat dan Tergugat mau tinggal dengan siapa, namun majelis

hakim perlu menegaskan, bahwa biaya keperluan anak adalah tanggung



jawab ayahnya, maka Tergugat harus membayar nafkah anak sesuai
kebutuhan anak atau kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan
keadilan;

6. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai swasta, meskipun tidak mau
disebutkan jumlah penghasilan yang pasti di persidangan namun kebutuhan
anak harus dipenuhi. Adapun nafkah untuk anak yang masih sekolah di
Kota Padang, majelis menetapkan standar minimal kebutuhan anak adalah
sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

7. Bahwa selanjutnya sejalan dengan SEMA No. 3 tahun 2015 angka (10)
maka Majelis hakim secara ex officio akan menghukum Tergugat untuk
membayar biaya 1 (satu) orang anak bernama Khayla Wapertu Remedika
Novidra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 10 Maret
2008 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 %-20%
setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan

ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Berdasarkan putusan di atas, dapat dipahami bahwa ayah tetap
berkewajiban memberikan naftkah kepada anaknya sampai anaknya
dewasa/mandiri walau bagaimanapun kondisinya, karena al-Qur'an, hadis
Rasullullah SAW serta hukum negara sekalipun sudah sangat menjelaskan
tentang kewajiban nafkah oleh ayah kepada anaknya begitu juga dengan ibu.

Hal ini juga sebagaimana dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa sebagai orang tua dari anak —
anaknya, mantan suami atau mantan istri berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk:



1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada

anak.

Mengenai besarnya natkah yang diwajibkan kepada seorang bapak untuk
diberikan kepada anak setelah bercerai tidak diatur secara spesifik dalam
Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan perubahannya UU No. 16
tahun 2019 maupun KHI. Akan tetapi, besarnya perhitungan nafkah anak diatur
dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hanya berlaku

bagi pekerjaan tertentu, seperti:’

1. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS), yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib
menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-
anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil, kemudian pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS pria yang
bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya.

2. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Polri, yaitu suami
wajib memberikan naftkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak
asuh sementara berada pada istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3)
huruf b Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan
Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

" Rofiq Nur, Fiscsa Choirunisa Gunawan, Apriliana Ratih Safila, Dahlia Apriliani Mekar
Sari, Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya. Journal
Studi Keislaman, Vol 10, No 2 (2024)



3. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI) atau pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, pegawai Kemhan yang
telah bercerai dengan istrinya wajib memberikan natkah kepada mantan istri
yang dicerai dan kepada anak yang diasuhnya, sesuai dengan putusan

pengadilan.

Sedangkan bagi ayah yang bekerja biasa, kewajiban memberikan nafkah
anak setelah perceraian tetap ada dan diatur dalam hukum Islam, ketentuan
mengenai biaya nafkah anak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA). Menurut Lampiran SEMA 7/2012 dan SEMA 3/2018, hakim harus
mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri

dan anak dalam menetapkan nafkah®

Selain itu, Lampiran SEMA 3/2015 juga mengatur bahwa biaya natkah
anak sebaiknya dinaikkan 10-20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, tidak
termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan
bahwa kebutuhan anak terpenuhi secara adil dan sesuai dengan keadaan ekonomi

suami.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menatkahi
anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menatkahi tetapi tidak sesuai
dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga
nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak, maka hal itu dapat
dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Pasal 54
undang-undang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara

8 SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-
product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail


tps://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-pr
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Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Namun,
karena undang-undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus
mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka
dalam hal ini berlaku aturan Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Kemudian,
perlu dipahami bahwa upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk

perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama®

Fenomena ayah yang lalai atau bahkan menolak memberikan natkah
setelah perceraian seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konflik
emosional dengan mantan istri, ketidakmampuan ekonomi, atau kurangnya
kesadaran terhadap tanggung jawab moral dan agama. Kondisi ini menimbulkan
dampak psikologis dan sosial bagi anak, yang dapat merasa diabaikan dan
kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perlu adanya
pemahaman mendalam tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak
pasca perceraian, baik dari sisi normatif (hukum Islam dan hukum positif)

maupun dari sisi implementasi.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih
dalam tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak setelah orang
tuanya bercerai agar tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab, maka
dengan itu penulis ingin menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi
Kasus Perkara Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di Pengadilan Agama Kelas
Ia Padang)”

® Rofiq Nur, Fiscsa Choirunisa Gunawan, Apriliana Ratih Safila, Dahlia Apriliani Mekar
Sari, 2024, Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya,
hal.77.
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B. Identifikasi Masalah

Nafkah anak bagi ayah pasca perceraian. Adapun identifikasi

permasalahannya ialah:

1. kewajiban nafkah anak bagi ayah pasca perceraian

2. kesadaran ayah untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Ayah terhadap naftkah anak pasca
perceraian menurut putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di
Pengadilan Agama Padang Kelas [A?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ayah dalam memberikan

nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Padang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Ayah terhadap nafkah
anak pasca perceraian menurut ptusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg di
Pengadilan Agama Padang Kelas [A

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ayah

dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ayah yang telah bercerai
memahami pentingnya tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca

perceraian dan bagaimana implementasinya dalam praktik.
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2. Manfaat praktis
1). Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak
pasca perceraian dengan memastikan bahwa hak nafkah mereka
terpenubhi.
2). Penelitian ini dapat membantu mengurangi konflik antara orang tua

pasca perceraian terkait dengan hak nafkah anak.

F. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul: Tanggung jawab ayah terhadap natkah anak pasca
perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Agama Padang Kelas IA Definisi

operasional yang perlu penulis jelaskan adalah:

1. Tanggung jawab Ayah

Tanggung jawab Orang tua terhadap anak-anak bukan tanggung jawab
yang ringan dan dapat dipandang sebelah mata. Orang tua harus
bertanggung jawab memberikan pengajaran pada anaknya dan nafkah serta
memimpin dan mengasuh mereka agar mereka terpelihara dari segala

bentuk kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam fikih, tanggung jawab nafkah anak adalah kewajiban ayah
untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang belum mampu mandiri,
meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lain
yang layak sesuai kemampuan ekonomi ayah. Wahbah al-Zuhaili dalam A/-
Figh al-Islami wa Adillatuh menjelaskan bahwa nafkah anak menjadi
kewajiban ayah karena adanya hubungan nasab (keturunan), dan kewajiban
tersebut tetap ada meskipun terjadi perceraian, selama anak belum baligh

dan belum mampu mencukupi dirinya sendiri°

10 Zuhaili.W, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002).
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Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh

kedua orang tua terhadap anaknya antara lain:

1). Mengasuh dan membesarkan, tanggung jawab ini merupakan dorongan
alami untuk dilaksanakan, karena anak perlu makan, minum, dan
merawat agar dapat hidup lestari.

2). Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik jasmani maupun rohani
dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat
membahayakan dirinya sendiri.

3). Mendidiknya dengan berbagai ilmu dan keterampilan yang berguna
untuk kehidupannya kelak sehingga ketika dewasa ia mampu berdiri
sendiri dan membantu orang lain (hablumminannas) dan menjalankan ke

khalifahan nya.

2. Nafkah Anak

Nafkah anak secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi
karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang
yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan
maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara
terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta

untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.

Dalam Islam terdapat istilah hadhanah yakni tindakan menjaga anak
yang belum mumayyiz dan belum bisa mandiri, serta mendidiknya dengan
hal-hal yang baik dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat
membahayakannya. Ini adalah semacam perwalian, hanya saja hal ini lebih
cocok dilakukan oleh perempuan. karena mereka lebih penyayang, lebih
mahir dalam mendidik, lebih sabar dalam melaksanakannya, dan dapat
konsisten dalam menjaga anak-anak. Hadhanah sendiri disebabkan

perceraian.
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Dalam ketentuan figih, sang ibulah yang lebih berhak mengasuh
anak tersebut hingga usia tujuh tahun. Setelah itu, anak tersebut diberi
pilihan antara kedua orang tuanya, dan kepada siapa pun yang dipilihnya,
anak tersebut diserahkan!'. Adapun biaya pemeliharaan atau hadhanah
dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahinya (ayah), jika

anak tersebut tidak memiliki harta.

Berikut penjelasan Syekh Ibrahim al-Bajjuri dalam kitabnya,
Hasyiyah al-Baijuri yang merupakan anotasi dari kitab Syarah Fathul Qarib:

Al 8 (e s Dlanll e (e ale 238 Jalall) (of 5l () simall LS a0
o 4adSe Jaa s @l Lol (S5 A1 Jlac V5 8 (8 4lla

Artinya, "Perkataan Mushanif (dan biaya pemeliharaan anak
ditanggung oleh orang yang berkewajiban menafkahi anak tersebut), atau
orang gila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berlaku
selama anak tersebut tidak memiliki harta. Jika anak tersebut memiliki
harta, maka biaya pemeliharaannya diambil dari hartanya'?.

Menurut Sayyid Sabiq natkah berarti memenuhi kebutuhan makan,
tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika seorang yang
kaya Ibnu Himam mendefinisikan nafkah berarti melimpahi sesuatu dengan
sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup. Istilah nafkah pada
umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan
perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan
sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang

ayah terhadap anaknya. Jadi nafkah anak yang penulis maksud adalah

" Tagiyuddin al-Hishni, Kifayatul Akhyar, Damaskus: Darul Khair, 1994, halaman 446
12 Hasyiyah al-Baijuri, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah t.t jilid IT halaman 365
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hari yang diberikannya.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dol

: b SUNATERA  Seluruhisi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia
! 3 BARAT Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau
e [\ g p 8 GRS 88 W g

seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis,

kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
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